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ABSTRAK 
 
 
Ikhsan Nurhadi, 2015101115030, Skripsi. Analisa Hukum Tentang Proses 
Perubahan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menjadi Perjanjian 
Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Di PT PROFLEX INDONESIA (Studi 
Kasus Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-PHI/2016).  

Permasalahan hukum yang diangkat dalam putusan tersebut yaitu adalah 
proses perpanjangan dan/atau pembaharuan PKWT antara Para Pekerja (18 orang) 
dengan PT. Proflex Indonesia dalam perkara Nomor 195 K/Pdt.Sus-PHI/2016. 
Hasil penelitian penulis Proses Perpanjangan dan atau pembaharuan PKWT yang 
dilakukan oleh para pihak dari Perusahaan maupun Para Pekerja tidak berdasarkan 
perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan dan Kempmenakertrans Nomor Kep 100/Men/VI/2004 
tentang Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 
Faktanya pihak tergugat PT Proflex Indonesia melakukan PHK pekerja/buruh. 
Sehingga ditarik dalam penelitian ini yang akan menjadi rumusan masalah adalah 
proses perpanjangan dan/atau pembaharuan PKWT antara Para Pekerja (18 orang) 
dengan PT. Proflex Indonesia pada putusan Mahkamah Agung Nomor 195 
K/Pdt.Sus-PHI/2016 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 
Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian yuridis-normatif, yaitu suatu 
penelitian kepustakaan terhadap data-data sekunder. 

Metode penelitian yang digunakan sebagai tipe penelitian adalah yuridis 
normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach).  Tujuan dari 
penulisan untuk mengetahui perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 
13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa 
Perjanjian Kerja telah menyalahi aturan sehingga menyebabkan Pemutusan 
Hubungan Kerja, seharusnya hubungan kerja belum berakhir dan status 
pekerja/buruh menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu, Seyogyanya Hakim 
dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara hendaknya melihat dan 
mempertimbangkan dari beberapa aspek terutama hukum tertulis dan tujuan 
hukum agar tercipta keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. 
 
Kata Kunci : PKWT, PKWTT atau PHK 
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ABSTRACT 

 
 
Ikhsan Nurhadi, 2015101115030, Thesis. Legal Analysis of PKWT Employment 
Agreements that Cause Layoffs Viewed From Law Number 13 of 2003 concerning 
Employment (Case Study of Decision of the Supreme Court Number 195 K / 
Pdt.Sus-Phi / 2016). Total 55 pages, 2016. 
 
The legal problems raised in the decision are the process of renewal and / or 
renewal of the PKWT between Workers (18 people) and PT. Proflex Indonesia in 
case Number 195 K / Pdt.Sus-PHI / 2016. The results of the research authors The 
process of renewal and or renewal of PKWT carried out by the parties of the 
Company and Workers is not based on the applicable legislation, namely Law 
Number 13 Year 2003 concerning Labor and Kempmenakertrans Number Kep 100 
/ Men / VI / 2004 concerning Provisions Implementation of Certain Time Work 
Agreements. The fact is that the defendant PT Proflex Indonesia has laid off 
workers / laborers. So that it was drawn in this study which would be the 
formulation of the problem is the process of renewal and / or renewal of PKWT 
between Workers (18 people) and PT. Proflex Indonesia in the decision of the 
Supreme Court Number 195 K / Pdt.Sus-PHI / 2016 based on Law Number 13 of 
2003. This study uses a juridical-normative research method, which is a library 
research on secondary data. 
The research method used as a type of research is normative juridical approach to 
legislation (statute approach). The purpose of writing is to find out the work 
agreement based on Law Number 13 of 2003 concerning Labor. This study 
concludes that the Work Agreement has violated the rules, causing Termination of 
Employment, the employment relationship should not expire and the status of 
workers / laborers becomes an Indefinite Employment Agreement, Judges in 
examining, adjudicating and deciding cases should see and consider several 
aspects, especially legal written and legal objectives to create justice, legal 
certainty and expediency. 
 
Keywords: PKWT, PKWTT or PHK 
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